
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURA"IT GUBERITUR SUMATERA UTARA
NOMOR 18 TAIIUIT 2012

TTNTANG

TATA CARA PENE,TAPAN BESARI{IYA II{SENTIF DAII PENERIMA
PEMBAYARAI{ IITSENTIF PEUUIYGUTAN PA"'AI( DAERAII

PROVINSI SUMATERA UTARA TATTUII ANGGARAN 2OI2

DEITGAIT RAIIMAT TT'HAN YANG MAIIA ESA

Menimbang : a.

GUBERNI'R SUMATERA UTARA,

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2O7O
tentang Tata Cara Pemberian <ian Pemanfaaia.n insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan
Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
20lt tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OL2, telah
Ailp+oalzan toraa* ^ono-.i-oo- noiaL Aaoroll. 'TalrrrnurLvLklJrtr4r r(J6vL l/vlrvrrrrr4l4r l/4Jw\ uqvr(4a lllrual

Anggaran 2Ol2;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan
Elccamrro f noonfif Aon Da-o-i-o Damharraran fncanlifuvu(A rlJ q rlruvlrur ulIr r vrlul rtllq r vrrtv4J (J 4t lllgvrrlil

Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2O12;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor l1O3);

Undans*undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan
WcArto ofac f Tnrlaan rrnzl^na l\famar aO tF^L'.t- OnnArluuua aLao urrll'crii6-Laj,Ii.l'calr6 i-iij.ilvl JrJ i a;l.il'i-i.Ll Zl-i-\i-
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun zOM Nomor 59 ,Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia 4+38i;

Mengingat 1.

b.

c.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Tnrlnnacio 'T.olrrrn Ono,A r\Inmar 1OA 'Tam}rol"on T amharonatauulrvL-lq rqrruil Lvv , arvlarur Lavt L qltrv(Aa4l vliiuaiqrl

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
I\Taaora Panrrlrlil- Tnrlnnaoia <nZ-O\-rrv6llge i\uHquur\ lrauvlruor4 sv t Jr,

Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950 tentang
Pemi:entukan Daerah Propinsi (i,embaran i'{egara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentans
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tarla-aoi^ ,Itolr.rn Onn< I\Tnmn- 16( 'TamL.-1..o- T a-}ro*^-rlauvilLsla l.Ilqll 4VVV ltVlIrUl rVV, I UlttUqllgll L,VlIaUqr4ll

Negara Republik Indonesia Nomor a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentalg
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737h

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak
Daerah dan R.etribusi Daerah ii,embaran i,{egara Repubiik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
*etrfanrr Danrlrahan VaAttq otoc Derafrrron l\/lanfari holamrrvq{U uuqr-r I vr q(sr I ,' rurtr

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6):

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
(1-co-iaoai r{an rf'ota Vario l-tinoo-T\i-oo Tlaara}r Dr^-ri-oivr64rrequl uLtrr rqLLr r\vajcl UtrlAO UIil.ZD UCLiJLd.LL i iLrViiioi

Sumatera Utara (lrmbaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2OO8 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara i,[omor 8];

11.



t2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol2 (Lembaran
n^^*^1^ D-^.':--; Qrraalara IT+^-^ 'F^l-r.- On1 1 l\Inmnr (
,4Laall t lvvillor uqtlaaLlla vLala talaur! zv L L llvlllul 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 5);

Peraturan Gubernur Nomor L9 Tahun 2OlO Tentang
Uraian T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OLO Nomor 19 ) ;

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 Tentang
Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi
Q,r-a+ara TT+^r^ /D^-:+^ T-l^--^1- D-^.'i--i Qrrmaiara IT+^r^uulalqLLla uLarq \uLtrE uq,vrcul r ruYrllJr uulllaLLlq vLarq

Tahun 2OlO Nomor 2O);

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang
Organisasi, T\rgas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi
Qrrmafpra TTfara lP.prifa f)acrah Prarrinsi Qrrmofpra ITfara

rLq f/svt

Tahun 2O1O Nomor 44);

Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 20ll tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2OlI (Berita
T)aaroh Drnrrinci Qrrntafara TTtaro 'Tahrrrr ,n1 1 l\Inmar Q, 1l',JqvrAU r rvrr,rur Vef,rrqLvr rr :!vrrrv^ vri,

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN
RE'q,API\rVA INS,E-NTIE' TTAN PE'NE'PII\/[A PE'I\/[EIAVAPA\Tu uvt lr rtr, r

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

BA"B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya daiam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

13.

L4.

15.

16.

Menetapkan



3.

4.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi
sumatera Utara.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas
Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok
dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan pajak
daerah.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi
Sumatera Utara-

Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor serta Produsen Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor untuk pemungutan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.

Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan
Pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan-an
dalam Peraturan Gubernur.

11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berciasarkan Unciang-unciang, ciengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran ralgrat.

T\rnjangan yang melekat adalah tunjangan -yang melekat
pada gaji, terdiri atas tunjangan istrilsuami, tunjangan
anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional,
dan/ atau tunjangan beras.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepacia Wajib pajak pengawasarl
penyetoran.

5.

7.

8.

9.

10.

12.

13.



14. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut
Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan
sebagai pengl:.argaan atas kinerja tertentu daJam
melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pqiak dilaksanakan
l'rprrlaaarlr,:n 

^oqc 
lrpnafrrfan Lptrraioro- r{on raci^nolifaoGzsu r\vl/*Lq!ura, rrvivsJusrrt uurr rquruaruirLur,

disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan,
serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BA"B II
INSENTIF

Baglan Kesatu
Sumber Insentif

Pasal 3

Untuk kegiatan pemunsutan pajak daerah diberikan Insentif
yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 4

(1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
ditetapkan sebesar 3oh (tiga persen) dari rencana
penerimaan Pajak daerah riaiam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

{21 Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
T-\iaao Danrlanai-n D-a.ri-oi Qrrmafar^ TI{.a*a.ylrr4s r L.iruqlJqLuLL L L vYrrtol uqlrr4Lua4 vLqIq.

(3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
r{i}rarilzon oa}racar Qo/^ l+ino naroan} .{o-i r6n^^h^LliuurrrL.,u! D!,uvu4 v tv \Lr6a pvig!ra, ur! !uiruaiid

penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap
jenis pajak daerah.

Insentif diberikan
pajak daerah.

Bagian Ketiga
Fenerima insentii

Pasal 5

kepada instansi pelaksana pemungut(1)



{2\ Insentif sebagaimana dimaksud pada a5rat (1), secara
proporsional diberikan kepada :

a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut
pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai
penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana
pemungut pajak daerah.

Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap
bulannya ditetapkan dengan perkalian gaji pokok dan
trrnianrran \.rans melekat dir{.asarkan r{ar'i nemhuat daftar
gaji yang telah ditetapkan.

Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan dengan pertimbangan faktor jabatan
struktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima
inoanfif tr6n6 lrorconcLrrton .lir{ooo-l-an lronoAolrlsvrlur J LurS uva gqrr6rLqLqrr uauag4 ilarr i\u}J4qca

pengangkatan jabatan dan penugasannya yang
ditetapkan pejabat berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) atas penerimaan pajak daerah
ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2OLO tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk besaran insentif pajak daerah yaitu paling
tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangall yang
rmalalzot

Pasal 7

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan
berikutnya.

Dalam hal target kinerja satu triwulan tidak tercapai,
insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal
tri.tnrlnn Lraril.rtf-.i^ rr^hfi fal^l-r ffiah^o^4i 1.arnoi- l-i-o*i^Ll r YY Ur(lI UVI II\UUrJ/ q J krrS Lvl(gt arrvttu4tsrqr LUr 6L. L 1\urutJ4

triwulan yang telah ditentukan.

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran
penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif
yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(3)

(4)

(1)

{21

(1)

(2)

(3)



(4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus
disetorkan ke kas daerah sebagaimana penerimaan
.l ^ o*^ l-'uaL! gi!.

Pasal 8

(1) Alokasi besaran Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (pKB)
rl=n Rea Ralilz Narna l{enAaraqn Rer-r.nnfnr IRFII\TI{EII rroif-lrGr r uvd : riliii* ;auiiu.- i r:lr: i i ii-Ji iiiiit:ii (iilii:i i.LDi iJi-,-i Lu

90% (sembilan puluh persen) untuk Dinas pendapatan
dan 10% (sepuluh persen) untuk pihak lain yaitu
Kepoiisian Daerah.

(2) Alokasi besaran Insentif Pajak Bahan F,akar Kendaraan
Bermoior (PBBliB) iraitu 9O,tL (sembiian puiuh perseni
untuk Dinas Pendapatan dan lOo/o (sepuluh persen)
untuk pihak lain yaitu Produsen dan atau penyedia
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya.

(3) Untuk Penyedia Bahan Bakar sebagiamana dimaksud
pada ayat (21pemberian insentif pajaknya diperhitungkan
dari realisasi pembayaran setoran pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor setiap bulannva dari produsen dan
atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

{4) Alokasi besaran Insentif Paiak Air Permukaan {ApU) 1OO%
(seratus persen) untuk Dinas Pendapatan.

Pasal 9

(1) Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk
Pener-inrq Insentif r{iteto^Lon aphoaai l-rarilzrrf .,r, rlr rr!._,.J!iLii u!LLL._1ij!-\fij i ;i_ij(a_E!:-i L,.f.: i-i:=Lii .

a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penaggung
jawab pengeioiaan keuangan daerah, masing-masing
menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan
yang melekat ;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan
keuansan daerah, menerima 8 (delapan) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat ;

c. Pejabat dan Pegawai Dinas pendapatan sebagai
instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dengan
rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas, menerima 8 (delapan) kali gaji pokok
dan tunjangan yang melekat ;2. Sei<retaris, Kepaia Bieiang, Kepaia UpT'dan pejabat
Pelaksana Sekretaris, pejabat pelaksana Kepala
Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UI}T, menerima
setinggi-tingginya T (tujuh) kati gaji pokok dan
tunj angan yang melekat;



3. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran masing-
masing menerima setinggi-tingginya 6 (enam) kali
^^ii ^^l-^1- .l^- frrai^-aah tr^hd *olol-a+ .
SqJr HUAVTL uarl LuarJ4ra6qrr Jarr6 rlrutL.r:aL ,

4. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara
Penerimaan, Pembantu Benciahara Pengeiuaran,
Pembantu PPK, Pengurus Barang, Koordinator
Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru), dan
Admin Komputer, Koordinator Jaringan IT,
Operator IT, masing-masing menerima setinggi-
tingginya 5 flima) kali gaji pokok dan tuqjansan
yang melekat ;

5. Staf dan Tenaga Honorer masing-masing menerima
optincci-finaainrro L /pmnofl lzq1i aoii nnlznl- rlon--r' uur56r LrrrraJqrru ({ , tutrrrvatJ r\u_rr b.-_Jt l/v!\.Jr\ uara

tunjangan yang melekat.

(2) Untuk pelaksanaan penetapan Alokasi besaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kewenangan kepada Kepala Dinas dalam menetapkan dan
cal:alimro mpml-rrraf floffar Danerimo rlan namhorroron

insentif pajak daerah dimaksud setiap bulannya.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

Kepala Dinas men)rusun penganggaran insentif
haffilramrfon 

^^i-l- rl^o*^L rr^hd li-1^l--oil-^- *-l^lrr;
irulrrLarlSuLqra yqjaA uq.-.r qlr J qA16 ulqrvllqulA4la lrrvaGrUl

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA} Dinas Penciapaia.n Daerah Provisi Sumatera Utara;

Insentif Pemungutan pajak daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja
tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja
pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah.

Pasal 11

Target kinerja Pemungutan Per Jenis Pqjak Daerah,
rlitafanlzan ca}raaoi herilzrrt .
urLvLqy.aurr uvuu6qt pvt rrruL ,

a. sampai dengan Triwulan I : 15o/o (Iima belas
persen);
sampai ciengan Triwuian ii : 4O?i,iempat puiuh
persen);
sampai dengan Triwulan III : 7io/o(tujuh puluh lima
persen);
sampai dengan Triwulan IV : laOo/o (seratus
persen).

(u

(2)

(1)

b.

c.

d.



(21 Mekanisme penetapan Insentif berdasarkan target
kineda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:
^ A^^L.il^ ^^l^ ^l-1-.i-'T-i-'^tl^- f -o^li-^oi monn^nni 1 (O/^q. rLp4vrr4 l-r4uq Gslrrr trtvvutqll r tualoqJr trrvrruql/qL Lv /1,

(lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada
awal Triwulan I1;

b. Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari
15% (Iima belas persen), Insentif tidak diberikan pada
awal Triwulan II;

c. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai
4Oo/o (empat puluh persen) atau lebih, Insentif
diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan
4[911f1jr,r,n;lan II ;

d. Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari
40% (empat puiuh perseni, insentii untuk Triwuian ii
belum dibayarkan pada awal Triwulan III ;

e. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari
7sYo (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak
diberikan pada awal Triwulan IV ;

f. Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai
75o/o (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif
diberikan pada Triwuian iV ;

g. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai
LOOo/o (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan
untuk triwulan yang belum dibayarkan.

h. Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari
IOOo/o (seratus persen) tetapi lebih dan 75o/o (tujuh
puluh lima persen), Insentif diberikan untuk Triwulan
TTT r{on tTlri.tnrloa ool-rolrrffihrrd ar^nd l-rolrr- Ai}.o-ro-Lo-I1I uulr III!t u!(Ir 9VvvrUrlaraJq Jqfrb Vvlqlra uaUqJilllarrt

Target Kinerya Pemungutan per jenis pajak daerah
sebagaimana ciimaksuri pacia ayat (ii aciaiah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun
anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif
belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan,
^o1.o ^o-Lro-io- insan*if ,li}ro-il-o- ^orla fahrr- 6hdd6r^hrllcu\q Hr-IrILrur!4Ir rlruvarLrr uruvrrr\qrr Pqu4 Lqrrqrr cur664lLUI

berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangarl.

(3)



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pem-berian lnsentif untuk takxln enggarara 2OL2 dibayarkan
^--,,^; l-*^^- L^*^^*^^ Dahj^h^+^h l^- Er^l^-;^ n^^*^Lo!/Juqr uurr6arr rrrr6Sar4rr r varuql-,qLqrr uqrr sulqr{q uqvLut

Tahun Anggaran 2Ol2 dan dilakukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Gubernur tni.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku. Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2oll tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungrrtan Pajak
T-l^o-^L tF^Ltr- A-ran-nn On1 1 -{^- Da-nfrr-^- /:r1L^**rr*UqwtqL, lqllull lrIrSSqrArr 2V L L sqll I LIaLUlAll UUULirrqr

Nomor 6 Tahun 2072 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian cian Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2oll dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
T Tfaro

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Maret 2OL2

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO IIUGROHO

di MedanDiundangkan
pada tanggal q ApiL rcia

-'**T:ffi:,:o'*''

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OI2 NOMOR S



LAMPIMN PEMTUMIN GUBERNI.JR SUMATLM UTAM
NOMOR r& TAiiuFl ,CI;}
TANGGAL }C' NNSR€I AOi?

IARGET I}ENERIMAAN PAIAK DAERAH PRC'VINSI SUMATERA UTARII
SEIBAGAI II{DIKATC}R KINEIUA TERI"ENTU DAIAM PENETAPAIhI INSENTIF PAJIIK DAER/AH

TAHUN ANGGARAN 2012

TRIUTfULAIi I TA" 2012 TRIWULAT'I II'fA. 2012 IRIWUI.AN III TA. 2OT2

1.191.237.457.346

t.715.245.457.331

697.500.000.000

12.600.000,000

8.934.280,930

12.864.348.430

5.231.250.000

94.500.000

r.446,63[3.565.871 27.,-24,379.960

12.507.993.30i:

r8.010,087.80:t

7.323.750.000

132.300.000

37.974.131.r04.

TRIWULAN IV TA. 2012

BESAR/IIN

IT{SEr{]'IF

(Rp.)

8.934.i80.930

12.864.148,430

s.231. 150.000

94.]i00.000

27.124,579.360

PIt. GUBER]IIUR SUIIIATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROTflO

JUMLAI| .,................,
LO$,497,517.44,0

,EIIIIS PENERIM,AAN

Pajak Kenda6an Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Air Permukaan

893.428.09_?,010

1.286.434.84i].998

523.125.00{,.000

9.450.00tr.000

2.?12.437,936,008

1.191.237.457.U6

L.7t!.246.457.331

69i,,500.000,000

1:t.600.000.000

1.19t.237.457.346

1.715.246.457.331

697.500.00i].000

12.600.00D.000

35.737.123.72{)

51.457.393.720

20.925.000.000

378.000,000


